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i JOGJA - Gubernur DI Hamengku Buwono
HBX Terbltkan Surat X secara resmi telah mengeluarkan Surat In-

- ) Instruksi Pengendaﬁan truksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
- Miras ke Bupati-Wali Kota ~ OptimalisasiPengendal

Op dan Penga
Minuman Beralkohol (Minhol) »
Baca Larang... Hal 7

@9 PFrinsipnya, bupati/wali kota
wajib melaksanakan instruksi

ini. Semua instruksi-instruksi (bupati/

wali kota) harus menyesuaikan

instruksi ini.”

BENY SUHARSONO, Sekretaris Provinsi DIY

GUNTUR AGA TIRTANARADAR OGIA
SATU KOMANDO: Pengguna jalan melintas di dek rhadap il miras
di Plengkung Wijilan, Kota Jogja, kemarin (30/10). Gubernur DIJ Hamengku Buwono X resmi mengeluarkan Surat
Instruksi Gubernur Némor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi dan Minuman
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Larang Daring dan Layanan Pesan Antar

Sambungan dari hal 1

Delapan poin instruksi ter-  Suratintruksiinijugauntuk - traman kepada masyarakat.
sebutditujukankepadaseluruh - memberikan perlindungan, ~Terdapat delapan instruksi
bupati/wali kota se-DIJ. menjagaketertiban danketen-  yangwajib segera diterapkan

oleh seluruh bupati/wali kota.

Pertama, Gubernur HB X
menginstruksikan kepada
bupati/wali kota-segera
melakukan inventarisasi
terhadap penjual langsung,

san minhol. Keempat meng-
optimalkan peran Forum

peng impor-
ter, min-

Koordi Daerah
(For] da) dalam peng-

hol, distributor, sub distri-
butor, toko bebas bea mau-
pun pelaku usaha lain yang
melakukan kegiatan pere-
daran, penjualan atau pe-

nyimpanan minhol.
Kedua, menginstruksikan
untuk memastikan kegiatan
d: jualan dan/

awasan minhol.
Kelima, melibatkan dan
mengoptimalkan peran pe-

merintah kam-

untuk segera menyusun in-
truksi bupati/wali kota den-
gan mengacu pada Instruk-
si Gubernur No 5 Tahun 2024
tentang Optimalisasi Pengen-
dalian dan Pengawasan Mi-
numan Beralkohol (Mihol)
atau miras yang ditetapkan
Rabu (30/10).

"Prinsipnya, bupati/wali
kota wajib melaksanakan in-

truksiini. i ksi-

pung, RT, RW, Jaga Warga
dan elemen masyarakat lain
dalam pengendalian dan
pengawasan minhol. Keenam,

lakukan penertiban dan

atau penyimpanan minhol
telah sesuai ketentuan pe-
raturan perundang-undang-
an. Dalam surat intruksi gu-
bernuritu, ketentuan undang-
undang yang dimaksud
memiliki izin sebagaimana
yang diatur ketentuan per-
undang-undangan, telah
sesuai perizinan yang dimi-
liki, peredaran tidak dilaku-
kan di tempat-tempat yang
dilarang dan tidak melanggar
jarak minimum sebagaima-
na diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.
Kemudian pelaku usaha
dilarang menjual minhol ke-
padakonsumenyangberusia
kurang dari 21 tahun dan ke-
lima, penjualan minhol dila-
rang dilakukan secara dalam
jaringan (daring), termasuk
di dalamnya dilarang dilaku-
kan dengan sistem layanan
antar (delivery service).
Instruksi ketiga, bupati/
wali kota diminta memben-
tuk atau mengoptimalkan
tim dalam rangka pengawa-

penegakan hukum terhadap
pelanggaran ketentuan pe-
redaran, penjualan dan pe-
nyimpanan minhol.

Ketujuh, melakukan analisis
dan evaluasi produk hukum
daerah yang terkait pengen-
dalian dan pengawasan min-
hol, termasuk melakukan
percepatan penyusunan
produk hukum daerah yang
diperlukan dalam rangka
pengendalian dan pengawa-
san minhol di daerahnya.

Terakhir, bupati/wali kota
segera melaporkan pelaks-
anaan Instruksi Gubernur
ini kepada gubernur paling
lambat 15 hari kerja sejak
instruksi gubernur ini mulai
berlaku. Instruksi gubernur
ditetapkan pada Rabu, (30/10)
dan ditand. A

in-
struksi (bupati/wali kota)
harus menyesuaikan instruk-
siini," ujar Beny kemarin.
Tamenilai karakteristik dan
kondisi di setiap kabupaten/
kota berbeda dalam konteks
persebaran miras. Namun
agar sama dan satu langkah,
mereka diwajibkan untuk
mengacu pada Instruksi
Gubernur DIY itu.
"Instruksi di Kota Jogja
mungkin tidak sama persis
dengan wilayah lainnya. Ta-
pi intisarinya, harus meng-
ambil dari Instruksi Gubernur
No5Tahun 2024ini, tuturnya.
Selain ditembuskan kepa-
dabupati/wali kota, Instruksi
Gubernur itujuga ditujukan
kepada DPRD melalui se-
kretariat DPRD. Sesuai dalam
isi Instruksi Gubernur, selarha
15 hari Beny menegaskan
bahwa bupati/wali kota sudah
harus melaporkan pelaksa-
naan instruksi itu.
K ian Perd

Gubernur HB X dengan ter-
tulis tenbusan menteri per-
dagangan RI di Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris
Provinsi (Sekprov) DIY Beny
Suharsono menegaskan ke-
pada bupati/walikotase-DIJ

RI juga mendapatkan tem-
busan instruksi tersebut agar
seluruh pihak terkait saling
bersinergi. “Berlaku mulai
30 Oktober 2024 dan disam-
paikan di saat yang sama,”
tegasnya. (0so/laz/by)

o

Instansi Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Netral

Biasa

Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 24 November 2024
Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



http://www.tcpdf.org

